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KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan
buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran
penulis yang diberi judul “Perlindungan Hukum Bagi Perawat”.
Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari
berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan
karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih
pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini.
Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan
mempunyai tugas dan fungsi yang sangat berbeda dengan dokter,
seorang perawat harus dapat melaksanakan praktik keperawatan,
dengan cara melakukan asuhan keperawatan, memberikan
pendidikan kesehatan, konselor bagi klien,  mengkoordinir
pelayanan keperawatan, dan melakukan riset. Selain melakukan
tugas mandiri perawat juga harus bekerjasama dengan tim
kesehatan lainnya seperti dokter, dimana disebutkan dalam
undang-undang  keperawatan = bahwa  perawat  dalam
melaksanakan tugasnya menerima pelimpahan tugas dan
pendelegasian dari tenaga medis.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun
sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata
saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala
kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini
akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
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BAB
PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan dengan baik
dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang sangat
didukung oleh sumber daya yang baik, diantaranya tenaga
kesehatan yang salah satunya adalah tenaga keperawatan.
Kesejahteraan dan dapat hidup sehat adalah merupakan salah satu
unsur hak asasi manusia yang perwujudannya sesuai dengan cita-
cita bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Pancasila dan
UUD 45.1

Pelayanan keperawatan adalah salah satu bentuk pelayanan
yang komprehensif dari pelayanan kesehatan di mana di dalam
pendekatannya menggunakan care atau perawatan, dan bukan
pengobatan. Kalau kita lihat dari cara pendekatannya sangat
berbeda antara pelayanan keperawatan dengan medis namun
keduanya saling berhubungan secara bersama-sama dalam
mewujudkan pelayanan yang berkesinambungan kepada pasien.?
Jika kita lakukan peninjauan dari sisi etika, sangat berbeda antara
etika kedokteran maupun etika keperawatan namun keduanya
saling berhubungan, di mana sebagai seorang perawat memiliki
tugas dan fungsi dalam melakukan praktik asuhan keperawatan
yang sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan oleh
organisasi profesi yang tertuang dalam standar profesi

! Undang-Undang Republik Indonesia no 36 tahun 2009 tentang
Kesehatan
2https:/ /adv.kompas.id /baca/dilema-etis-pelimpahan-

wewenang-bagi-profesi-perawat/ diakses tanggal 1 Agustus 2020



https://adv.kompas.id/baca/dilema-etis-pelimpahan-wewenang-bagi-profesi-perawat/
https://adv.kompas.id/baca/dilema-etis-pelimpahan-wewenang-bagi-profesi-perawat/

BAB
TINDAKAN

MEDIS

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindakan Media

Tindakan medis adalah tindakan yang seharusnya hanya
boleh dilakukan oleh tenaga medis, dan para tenaga medis,
karena tindakan ini ditujukan terutama bagi para pasien yang
mengalami gangguan kesehatan, merupakan suatu keputusan
etis, karena dilaksanakan oleh manusia kepada manusia lain
nya pada umumnya membutuhkan suatu bantuan dan
keputusan berdasarkan pertimbangan atas beberapa pilihan
yang ada.l?

Tindakan medis adalah tindakan oleh seorang dokter
secara profesional kepada pasiennya yang bertujuan untuk
membantu merawat, memulihkan dan mengurangi rasa sakit
atau penderitaan. Suatu tindakan medis merupakan suatu
bentukj keputusan etik kedokteran karena hal tersebut
dilakukan untuk menolong manusia lain yang membutuhkan
pertolongan dan dalam melakukan tindakan diperlukan
keputusan yang berdasarkan pada pertimbangan untuk
beberapa alternatif dalam proses penyembuhan.!!

10 Zulkifli, Jimmy. (2012) Kamus Hukum. Graha Media Pres.
Cetakan pertama. Surabaya.

1 Samsi Jacobalis. (2005). Perlindungan ilmu kedoktera, Etika
Medis, dan Bioetika. Jakarta: CV. Sagung Seto, hal.49. dalam
Riyanto, Outran Sumantri. (2020). Pembentukan Pengadilan Khusus
Medis. CV Budi Utama
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BAB
PELIMPAHAN

KEWENANGAN DOKTER
KEPADA PERAWAT

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kewenangan Dokter
1. Pengertian Ruang Lingkup Kewenangan

Definisi wewenang dalam hukum administrasi
seringkali disamakan dengan istitilah kekuasaan, sedangkan
pengertian wewenang pemerintahan adalah kemampuan
untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertertu,
yakni tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk
menimbulkan akibat, dan mencakup mengenai timbul dan
lennyapnya akbat hukum.3!

Di Indonesia kewenangan seorang dokter dalam
menjalankan profesi sebagai tenaga medis diatur oleh
departemen kesehatan melalui berbagai regulasi dan pada
dewasa ini regulasi yang mengatur tentang kewenangan
dokter tersebut diatur dalam undang-undang no 29 tahun
2004 tentang praktik kedokteran pada pasal 2 dijelaskan
bahwa surat tanda registrasi dokter dan atau dokter gigi
diterbitkan oleh konsil kedokteran.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 undang-undang no 29
tersebut dokter secara administrasi telah diberikan
kewenangan untuk menjalankan tindakan medis sesuai
profesi yang diembannya untuk melakukan pelayananan
kepada pasien dan masyarakat sesuai dengan bidang hanya
masyarakat, tetapi lebih dari itu semua perbuatan dalam

31 Jlmar, Aminuddin. (2014). Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta.
Prenadamedia group.
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BAB

PERLINDUNGAN HUKUM
PERAWAT DALAM
PELIMPAHAN
KEWENANGAN DOKTER

A. Penerapan Pelimpahan Kewenangan dari Dokter Kepada
Perawat
Pembahasan = mengenai  penerapan  pelimpahan
kewenangan dari dokter kepada perawat ini akan penulis awali
dengan analisis beberapa aspek hukum yang berlaku saat ini
tentang :
1. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2009 Tentang Kesehatan Pasal 23 dan 24
Pasal 23 menjelaskan bahwa tenaga kesehatan
berwenang  untuk menyelenggarakan pelayanan
kesehatan yang sesuai dengan bidang keahliannya dan
dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan wajib
memiliki izin dari pemerintah, di mana ketentuan izin
tersebut diatur dalam peraturan menteri. Pada pasal 24
dijelaskan bahwa seorang tenaga kesehatan harus
memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak
pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan
standar prosedur operasional, di mana kode etik diatur
oleh organisasi profesi. Ketentuan mengenai hak
pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan
standar prosedur operasional diatur dengan Peraturan
Menteri.
Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa tenaga
kesehatan yang dalam hal ini diantaranya adalah dokter
dan perawat dalam menyelenggarakan pelayanan
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BAB
PENUTUP

A. Penerapan Pelimpahan Kewenangan dari Dokter Kepada
Perawat
Penerapan Pelimpahan Kewenangan dari Dokter Kepada
Perawat berlandaskan pada Undang- Undang Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 23
dan 24; Undang-Undang Republik Indonesia Praktik
Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004; Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor
2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran. Pada kajian inipelimpahan
kewenangan dokter diberikan kepada kepada perawat yang
memiliki STR/SIPP, bentuk pelimpahan kewenangan yang
dilberikan secara tertulis, dituangkan dalam format
pelimpahan kewenangan, ditulis CPPT, dan bahkan ada yang
menulis di format pelimpahan dan CPPT. Sebagian besar
responden mengatakan bahwa belum memiliki kebijakan atau
SK pelimpahan kewenangan, dan sebagian belum memiliki
SOP tentang prosedur pelimpahan kewenangan, dan sebagian
juga belum disosialisasikan bagaimana prosedur pelaksanaan
pelimpahan kewenangan. Dalam melaksanakan tindakan
medis sebagian kecil dokter yang belum memiliki SOP dalam
melakukan tindakan medis dan sebagian dokter belum
mengetahui apa yang disebut dengan kewenangan delegatif
dan mandat, sehingga hanya sebagian besar yang melakukan
evaluasi terhadap tindakan medis yang di delegasikan kepada
perawat.
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